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ENTI SARI

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam pendaftaran peningkatan hak dari
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kelurahan Air Putin, Kecamatan
Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan adalah mentode penehtian survei,
dengan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.
Hipotesis vang penulis kemukakan yakni pengetahuan mempengaruhi minat
masyarakat dalam pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Milik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemegang Hak Guna
Bangunan di Kelurahan Air Puti Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,
dengan jumlah populasi empat ratus pemegang. Teknik pengambilan sample
denean teknik random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah
anafisis satu variabel atau table frekuensi, analisis tabulasi silang dan analisis
kuanlitatif slatistik.

Hasil akhir dari penelitian ini memperlihatkan pengetahuan masyarakat
mempengaruhi minat masyarakat dalam pendaftaran peningkatan hak, dapat
diketahui minat tinggi sebanyak 17 orang (42,5%), minat sedang sebanyak 20
orang (50)% dan tidak berminat sebanyak 3 orang (7,5%). Dari hasil hitungan
korelasi product moment hasil perhitungan angka korelasi variabel Xdan variabel
Y adalah 0,67 lebih besar dari harga kritis r Product Moment untuk taraf
signifikansi 5% yaitu 0,304. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh antara
penselahuan (variabel X) dengan minat masyarakat dalam pendaftaran
peningkatan hak (variabel Y) berarti hipotesis yang penyusun ajukan dapat
diterima.

Saran dipandang perlu perluasan penyebaran informasi melalui
penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat tentang peningkatan hak
iersebut pada khususnya dan pertanahan umumnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. Manusia banyak menggantungkan kehidupannya pada tanah, baik

untuk mata pencaharian maupun untuk tempat tinggal. Pasal 2Undang Undang

Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 yang merupakan penjabaran dari pasal 33

ayat 3UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintah mengatur hubungan manusia

dengan tanah dan hubungan manusia dengan manusia tentang tanah dengan

berbagai peraturan dan kebijaksanaan. Kewenangan negara untuk mengatur

diperoleh atau bersumber pada penguasaan negara terhadap burni (termasuk

tanah), air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan dari negara ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang

mempunyai arti signifikan disamping kebutuhan akan sandang dan pangan.

Perumahan disamping untuk tempat tinggal juga mempunyai peranan yang

strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Hal ini sesuai

dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Pemukiman yang menyatakan.



Perumahan juga sebagai cerminan jati diri manusia baik secara

perorangan maupun satu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungannya,

oleh karena itu manfaat pembangunan perumahan harus dirasakan secara adil

dan merata khususnya oleh masyarakat ekonomi lemah dalam memperoleh

fasilitas rumah layak.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sebagai salah satuprogram

pemerintah dalam pembangunan nasional adalah sektor perumahan dan

pemukiman. Dalam pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Perum

Perumnas dengan fasilitas KPR-BTN dan pada pihak swasta diiaksanakan oleh

pengembang perumahan/developer. Disamping itu ada pula pihak-pihak/badan

hukum yang menyediakan Kapling Siap Bangun (KSB) bagi masyarakat yang

membutuhkan tanah untuk membangun rumah. Dalam rangka menjamin

kepastian hak atas tanah perumahan tersebut, kepada pemiliknya diberikan

HGB (Hak Guna Bangunan) berdasarkan Surat Kepala BPN Nomor 506-4027

tanggal 28 Nopember 1991 tentang Pensertipikatan Tanah/Kapling Perum

Perumnas yang sudah dibangun.

Walaupun pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan

dengan mempermudah perijinan dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan,

namun hal ini dirasakan masih kurang dalam upaya pencapaian sasaran

penyediaan perumahan dan pemukiman yang berkepastian hukum secara

merata dalam upaya pemerataan pembangunan.



dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantarannya dengan

kebijakan peningkatan hak atas tanah yaitu suatu kebijakan yang memberikan

kemudahan kepada masyarakat dalam pemberian jaminan atas kelangsungan

penguasaan tanah untuk rumah tempat tinggal dengan status hak milik

Peningkatan pelayanan ini dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang

Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal. Rumah tinggal yang dimaksud

dalam keputusan ini adalah bagi tanah yang luasnya 600 M1 atau kurang yang

masih berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat Iangsung diberikan

hak milik dengan cara mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemberian Hak Milik atas tanah

yang luasnya 200 M1 atau kurang, uang pemasukan kepada negara adalah 0%

atau nol rupiah. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan

masyarakat dapat meningkatkan status penguasaan atas tanahnya.

Meskipun telah dikeluarkan keputusan tersebut yang bertujuan untuk

menjamin kelangsungan hak atas tanah pemilikan rumah tinggal bagi

warganegara Indonesia, tetapi kenyataanya pada Kantor Pertanahan Kota

Samarinda pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak

Milik masih sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Hak Guna Bangunan

yang telah dimohonkan untuk ditingkatkan haknya dibandingkan dengan

jumlah pemegang Hak Guna Bangunan yang belum meningkatkan haknya



Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yaitu dari

1060 bidang tanah, baru 600 rumah yang sudah dihuni dan yang meningkatkan

haknya berjumlah 200 atau 33,3 %, sehingga sisanya sebanyak 400 lagi masih

belum meningkatkan haknya.

Rendahnya tingakat pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna

Bangunan menjadi Hak Milik terkait dengan pengetahuan masyarakat sendiri

akan peraturan tentang peningkatan hak itu sendiri secara menyeluruh.

Kebijaksanaan Pemberian Hak milik ini merupakan kebijaksanaan dalam

rangka kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Atas dasar kenyataan

ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT

MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK

DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998

DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU

KOTA SAMARINDA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah

yaitu : Apakah rendahnya minat masyarakat dalam pendaftaran peningkatan

hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kelurahan Air Putih



C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian difokuskan pada perumahan yang berlokasi di Kelurahan Air

Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang telah memenuhi

Keputusan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 6 Tahun 1998.

2. Penelitian hanya dimjukan pada pemegang Hak Guna Bangunan yang

belum meningkatkan haknya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

/. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

pengetahuan terhadap rendahnya minat masyarakat dalam pendaftaran

peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah

tinggal di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai informasi mengenai

penyebab rendahnya minat masyarakat dalam pendaftaran peningkatan hak dan

sebagai bahan kajian pertanahan tentang hak-hak atas tanah khususnya

mengenai peningkatan hak atas tanah.



BAB VI

FTCNUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data yang telah diolah dan selanjutnya

dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat minat masyarakat dalam

pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik

yang minalnya tinggi sebanyak 17 orang (42,5%), minatnya sedang sebanyak

20 orang (50%) dan tidak berminat sebanyak 3 orang (7,5%).

Kecenderungan ini dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis yaitu,

dari hasil hitungan korelasi Product Moment tersebut dapat diartikan bahwa :

pengetahuan masyarakat tentang peningkatan hak mempengaruhi minat

masyarakat dalam pendaftaran peningkatan hak dengan taraf signifikansi 1%

(tingkat kepercayaan 99%) karena harga rhitung (0,670) lebih besar rt*ei (0.393).

Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan pengetahuan mempengaruhi

minat masyarakat dalam pendaftran peningkatan hak dapat diterima

Bl Saran

Berdasarkan kesimpulan yangdiperoleh penyusun memberi saran yaitu,

perlu diadakan penyuluhan yang bertujuan untuk sosialisasi akan peraturan

dalam hal ini peraturan tentang peningkatan hak dan hukum pertanahan

•



52

menghapus anggapan masyarakat tentang lamanya waktu pengurusan hak dan

biayayangmahal
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